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Undang-Undang

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmuzr

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan
pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan
dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk
mencapai

tujuan bernegara;

b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi

dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman
modal selayaknya selalu mendasari ekonomi
kerakyatan

yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro,
kecil,

menengah, dan koperasi;

c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan
ekonomi

Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal
untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian
global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai
kerja

sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap
memperhatikan

kepentingan ekonomi nasional;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang

Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak
sesuai lagi

dengan kebutuhan percepatan perkembangan
perekonomian dan pembangunan hukum nasional,
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khususnya di bidang penanaman modal;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf
e perlu

membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1),
Pasal 18 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-
Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.
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Pasal 1 uwu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal
dalam negeri.

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal asing, baik yang menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam
modal dalam negeri.

4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan
usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat
berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing.

5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan
warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia,
negara Republik Indonesia, atau daerah yang
melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia.

6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga
negara asing, badan usaha asing, dan/atau
pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di
wilayah negara Republik Indonesia.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk
lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam
modal yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh
negara asing, perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau
badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing.

9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki
oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga
negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau tidak berbadan hukum.

10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam
satu tempat.

11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
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masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

toxt = 2z 10z
AIZE(0f .. 8 F20jf OR0iX|E)0| 257t U HleI5iTtel
HAMol ZElexl 2wy Zeuich. #ole AR oatiE FAUCH

Pasal 2 = 1 -
JHHS 2 CHA|
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi
penanaman modal di semua sektor di wilayah negara

2007 @ =& -

2007-04-26 A& - O|F

Republik Indonesia.

(Pemerintah)z} 5to{, Ql=U{|A|0}E &= 194544
S0l HB QTyAlotEER 2ote] EXIAS JHA
ol Z|A|OFE SR CHEZS st

13. X|HE (Pemerintah daerah) 2t X|Af

(gubernur), == (bupati) E&= A|ZEH(walikota),
B0 RYHH 28 FH A9 XY 7|7 (perangkat
daerah)E ZsiCt.
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Al &=, o Zelexl, dge AY-o|ete HMot sl Mo

Pasal 2 = 2 - &3 .- Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 1 2¢i
- 2022-12-30 A|8(2023-03-31 UU 6/202322 HE &1A)
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan
menjadi acuan utama bagi Penanaman Modal di semua
sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2=

o] Hol A2 Ql=ulAlot SUS3t=(Negara
Kesatuan Republik Indonesia)?| ¥ L 2=
HE29| EXx}(Penanaman Modal)ofl g0 1 ==
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Pasal 3 uu 25/2007 & =2 -
(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan

2007-04-26 A3

asas:
a. kepastian hukum;

b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal
negara;

kebersamaan;

[}

efisiensi berkeadilan;
berkelanjutan;
berwawasan lingkungan;
kemandirian; dan

. H. I 00 Hh

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara
lain untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. menciptakan lapangan kerja;

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
nasional;

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
nasional;

f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,
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baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 Al

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman
modal untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang
kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya
saing perekonomian nasional; dan

b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional;

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha,
dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak
proses pengurusan perizinan sampai dengan
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana
Umum Penanaman Modal.

Haz=

(1) 2= 22 floto] £Xt 7|2 ME Heict:
a. 27t AMol AW L35S YUste] X0 2SO
(kondusif) =7} AlY &HO ol
b. EX} =79 7I=.

(2) M1gollM Hst 7|2HME e U, FRE=:
a. =7t 0|AE A= TIESHHM I FXREeb 2=l
EXRA SSE HRE Hoistn
b. EHZo| mzt 57t HXIE Sie WHREEH FXt &30|
SEE WK SXROIA BY SAY, Al Sy Y

AMS] otME HESID); L
=]

~.

[= =2 4o

c. IM-2-371

k

2=t

Pasal 5 uu 25/2007 2 =2 - 2007-04-26 A|3

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan
dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan
hukum, tidak berbadan hukum atau usaha
perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk
perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang.

(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran
terbatas dilakukan dengan:

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian
perseroan terbatas;

b. membeli saham; dan

c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22

H|5x

(1) ZIUHEX= H™>o| w2t Hel =HejolAHL, BQlo|
OfL|ZLt, ZHOIALY (usaha perseorangan) @l AFHX|S]
HENZ B 5 Uck.

(2) 2=CIEXE HENM 2| ™5

Melstnes, CZUlAlor Hof| M2 FAIS|Al(perseroan
terbatas) 2M ClZUHA|OtEE=E 27F A otof
2M5H= HEHZ StojoF BiCE.

(3) FAB|AL HENZ E=Xtste FLf FXPRIRE 2(=9l

FAAbE ChSel YWHoz ot

a. FASIAL B Al FHE A
b. F4& oi5;

c. Hyol mE I el wye oY

714



UU 25/2007 - koreadesk HZ|=2 H|ZA &

I

13
=

Pasal 6 uu 25/2007 & =2 -
(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama

2007-04-26 AlE

kepada semua penanam modal yang berasal dari negara
mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara
yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian
dengan Indonesia.

Pasal 7 uwu 25/2007 & =2 -
(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan

2007-04-26 Al®

nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan
memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan
berdasarkan harga pasar.

(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai
kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya
dilakukan melalui arbitrase.

2 o
ofx} F:

OfL|BtCt.

"pengambilalihan hak kepemilikan; & Zl2i5}0{

Pasal 8 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3

(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang
dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh
penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang
ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang
dikuasai oleh negara.

(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan
transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara
lain terhadap:

a. modal;

b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan
lain;

c. dana yang diperlukan untuk:

1. pembelian bahan baku dan penolong, barang
setengah jadi, atau barang jadi; atau

2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi
kelangsungan hidup penanaman modal;

d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan
penanaman modal;

e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;

f. royalti atau biaya yang harus dibayar;

g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing
yang bekerja dalam
h. hasil penjualan

perusahaan penanaman modal;
atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kerugian;

j. kompensasi atas pengambilalihan;

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22
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k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan
teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik
dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah
kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan
intelektual; dan

1. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1).

(4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi:

a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;

b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau
royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor;
dan

d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian
negara.

Pasal 9 uwu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3

(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang
belum diselesaikan oleh penanam modal:

a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta
bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan
transfer dan/atau repatriasi; dan

b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak
untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi
berdasarkan gugatan.

(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan
penundaan berdasarkan penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga
selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

1. M1etollAM Fet Apate| ofzh i =.

(4) M3&oM &t &2 & 2x58e| AZl= g
w2t AREICH.

(5) HM1&olM FE #E2 B2 27X
OfL|StCt:

9=
(1) FXEXE7t ob=| o|&SHA| OofL|Et A o] U=

Xl Zhg Skt BE Mo 2
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M
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Pasal 10 uu 25/2007 & =2 -
(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi

2007-04-26 Al

kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga
kerja warga negara Indonesia.

(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan
tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan
keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan
kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia
melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan
tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada
tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22
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Pasal 11 uwu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
wajib diupayakan untuk diselesaikan secara
musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan
tenaga kerja.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya
dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman
modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial melalui pengadilan hubungan
industrial.

Pasal 12 = 1 -
HEoz chi|

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka

2007 @ =& -

2007-04-26 A& - O|F

bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha
atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan
terbuka dengan persyaratan.

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal
asing adalah:

a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan
peralatan perang; dan

b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan
tertutup berdasarkan undang-undang.

(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk
penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri,
dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan
keamanan nasional, serta kepentingan nasional
lainnya.

(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang
tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta
daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan
Peraturan Presiden.

(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan
nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan
distribusi, peningkatan kapasitas teknologi,
partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama
dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

AN11=

(1) AMHaA 2do| s FXt3|ALRt =SXH AtO[Q]
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Pasal 12 = 2 - 88 - Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 2
20f . 2022-12-30 A|34(2023-03-31 UU 6/202322 HE =)

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan
Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang
dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau
kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pusat.

(2) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22
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a. budi daya dan industri narkotika golongan I;

b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau
kasino;

c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam
Appendix I Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan
pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang
digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium,
akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup
atau koral mati (recent death coral) dari alam;

e. industri pembuatan senjata kimia; dan

f. industri bahan kimia industri dan industri bahan
perusak lapisan ozon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Presiden.

3 ox} F: U2 dS0|A dari alam, (RFHS=ZEE2])n}

(karang)o| ofc|7tx| ZHe|ex|, 2|1
QAHS Mg H=X|7F 2HA ZizICt.

THEHS
MES=2 FUCE.

H= EEs

Pasal 13 = 1 - 2007 & =2 -
Y ZE ChA|

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang

2007-04-26 A& - O|F

dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk
usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui
program kemitraan, peningkatan daya saing,
pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar,

serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

A=

akuarium, dan souvenir/perhiasan, (A= Rxlij/AM3|/2ts, ==,

Fserta koral hidup atau koral mati, (Z2|2
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Pasal 13 = 2 - &3 - Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 3
B - 2022-12-30 A|3H(2023-03-31 UU 6/20232=2 HE &H)
(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya memberikan kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan
usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan
Penanaman Modal berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
Pusat.

(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan
pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah melalui:

program kemitraan;

pelatihan sumber daya manusia;

peningkatan daya saing;

pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
akses pembiayaan; dan

penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

H ®© o o T 9
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(3) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro,
kecil, dan menengah.

Pasal 14 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3 MNia=x=
Setiap penanam modal berhak mendapat: D= EXIXt=E o2
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

= =2
= =
Ae|, @ U 259 BN

a. ol
b. infc'J:fmasi yang terbuka mengenai bidang usaha b. XFAIO| %-?43}5 Al'%'_‘—goFOﬂ et @HE MY
Tt ey c. MolAE g Hel; 2

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai d. 3ol me 2E el Hel si=

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 WU 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3 A5x4

Setiap penanam modal berkewajiban: DE EXXt= CIE29 of7t QcCt:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang a. 948 7|¥XHY 7= (tata kelola perusahaan

baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal

yang baik)2| Zg HE;
b. 7Igel AtE|A HMUZS Of™;
c. BEXt gsof 2et BEIME A5t EXEFI|F

(Badan Koordinasi Penanaman Modal)of XNZ;

dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar d. Bx AtY &3 &4 FH X Al 28 ME=2
lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan =z, o

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- e. DE HE AXMZS T,

undangan.

4 ofx} z: TBadan Koordinasi Penanaman Modal, & 92 Hilg =loist Zo|c}.

Pasal 16 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|3H N16x=

Setiap penanam modal bertanggung jawab: OE EXIXt= 20| cisho zMeleg FiCt:

a. menjamin te'zrsedlanya modal yang berasal dari a. =3 Ao HFSIK| OfL|ste ESXOIM SEist=
sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan AHEO| EotE & QEE HXE;

peraturan perundang-undangan;

. EXIXJF dE o 2 AIY E=E=2 xEl_;j L
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban b. S A e &ss SHotAL

=
ULt EXiste 22 g3 w2t 25 9|7t &48

Serstn #E;

dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya

secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan c. ANSH AMo| AtY BAS =HMstn, =3 2y U
perundang-undangan; 7ol EE F= 1 Hel AE LX)

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, d. 34 23S £X|;

mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang e. =X} OfX, HZM, AE LU Ex|= xA; gl
merugikan negara; o PN

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; t. 22 WY 7E8 =9

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

dan kesejahteraan pekerja; dan

f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 17 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|# N17=

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam A EJIsEE MAOAXIAS AMHOZE st= EXX= 34
yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana MEt J|=2 £=5= BHX| 232 ¢5t0] chy o=z
secara l?ertahap untuk pemulir?an lokasi Yang A2 S HiESHO{oF S04, T AlA|= 2o wet
memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang X 3iCt,

pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 18 = 1 -
WMoz chA|
(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam

2007 & =& -

2007-04-26 Al3 - 0|

modal yang melakukan penanaman modal.
(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman
modal yang :
a. melakukan peluasan usaha; atau
b. melakukan penanaman modal baru.
(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang
sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria
berikut ini:

. menyerap banyak tenaga kerja;

. termasuk skala prioritas tinggi;

. termasuk pembangunan infrastruktur;

E

b

c

d. melakukan alih teknologi;

e. melakukan industri pionir;

f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal,
daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap
perlu;

g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,
dan inovasi;

i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah
atau koperasi; atau

j. industri yang menggunakan barang modal atau
mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam
negeri.

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat berupa:

a. pajak penghasilan melalui pengurangan
penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap
jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu
tertentu;

b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor
barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan
produksi yang belum dapat diproduksi di dalam
negeri;

c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku
atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk
jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan
Nilai atas impor barang modal atau mesin atau
peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat
diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu;

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya
untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau
daerah atau kawasan tertentu.

(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan
badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat
diberikan kepada penanaman modal baru yang
merupakan industri pionir, yaitu industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22

H18=

(1) H2= FXE st= FXAA sliEie MSEct.

(2) M1etolM "ot FX SE2 crZ2e| FXjol M3E

= UCt:

a. AtY =Etg ote Ad; Es

b. & FXE st A.

(3) AN2&tolM] Mot SEig Y= FXts A6 CHS
7|& & ottE &Fste Aolct

a. @2 =58g g%,

b. =2 Mz =20 siE;

c. 7|9 M AMol| S

d. 7| o|XE &AAl;

e. MEA (industri pionir)E &lA[;

.9 X9, J4% X%, 2P x| == FesiCin

O0174Xl= 1 Hhe| X|oi| axy;
g. B4 EXE RXl;

h. a3, 7o

1. 9M-A-=7|Y EE= gsxghn Sdi; EEs=
j. FLHOIAM 2 7|

ALESte AHY.

(4) ®M2g 2 m3eollM HEt FXtol MB== slE9
Hefe o2 2
a. 9y 7|12 ¢t of

(penghasilan neto)2 U™ HZNW}X| Ztlst= il

2EAM;

N =
o

e

9
LN

b. TLHOIA OFFl MAIE & gl= MAS AH=R|, 717
S R S0 CHEF SUBMS BN EE FY;
c. YW 7T U YY mACE MAE AR EE
SETB0 cHE UM N E= H2;
d. FLHOIA| OFF| MAME & ol WA AHER| =
1A e wBlol 9ol chet kRN UF izt
Soto| oin| E= Rol;
e. JHEE MM EE M2 o
f. S35 S3 At Zopofl chstol, SF x|of me AW
e PodolMel EXIASH 2
(5) YN 3 U AN y|ztel BN BN =&
Zeie, YIS ABMES JHXID &S 2IPHAIS
JREIE Roistn| Mvlee =stn ZrHEmof

-

M JIRIE IHRlE MY
SFXtof| cHstodMEE MBS E
(6) 7|4 == O o XHEME

EXoll= sUEMe 2 E£= HA HE{S| 0|
M3E £+ Uct.

(7) MASRE FMetXoM X

(fasilitas fiskal) A|Z0| &5t ME #FAEE
M EEHAEE (Peraturan Menteri Keuangan) 22

Hict.

]
T
0
2
12
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tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai
strategis bagi perekonomian nasional.

(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung
yang melakukan penggantian mesin atau barang modal
lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa
keringanan atau pembebasan bea masuk.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Pasal 18 = 2 - 33 - Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 4 A18x=
=9 - 2022-12-30 A|3(2023-03-31 UU 6/20232=2 HE &H)
(1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada (1) =EUMEL= EXIE 5= EXFXIO|A SEHS
Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal. x| Z5tct.
(2) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud (2) M1B|AM N3t =X} FES Ci2o| Exto MZE
pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penanaman 2 @
= UCt:
Modal yang: o Bt =l . i
a. melakukan perluasan usaha; atau a. Al HEES ots W) EE
b. melakukan Penanaman Modal baru. b. 7t BEXE 5t= A.
(3) Penanaman Modal yang mendapat fasilitas (3) AN2&tolM] HMst SEig Y= FXts A8 CHS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memenuhi J|1&28 &=siCt:
kriteria: a. B2 =832 &%
a. menyerap banyak ‘te.naga kerj.|a; . b. =2 2M29 A0 H;
b. termasuk skala leOIlFaS tinggi; C. 7|BIA|A AHMol| BiTt;
c. termasuk pembangunan infrastruktur;
: : d. 7l O|ME AAl;

d. melakukan alih teknologi; . |

. L MEAIOIS AlAl-
e. melakukan industri pionir; e. MEMHS Al
f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, f. o XY, HF XY, FF XY E£= ZL5iCtD
daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap 0§74X|= 1 Efo| X0 AXH;
perlu; g. B4 BEXE RAl;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. o1, 74gt 2 &Al SH=2 AlA|;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, i, 9M-A-Z7|Y £ HEXsT SH;
R . . 3. Sl ME xbER ES o Es FuIE
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, _

. AI3t= A, 4l /eE=
atau koperasi; S LU =
j. industri yang menggunakan barang modal atau k. 2 At 7Hol siE
mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam (4) ®M2gt 2 m3eollM Het FXtol MB=e= SllE9

I
negeri; dan/atau SEj= =AM £0f
k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 19 UU 25/2007 2 =2 - 2007-04-26 A3 M19=

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat M187= A4St 2 HN|5Sto|M NSt S|EHe MEIL XMt
(4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan 2} AtiX 0| 2{5t0{ K|ZEIC}.

industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20 uu 25/2007 & == - 2007-04-26 A3 H20x=

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak M18Z=0M Mot S FAIS|ALe] HEWTL ot
berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak QZoIEX|o|s MES|X| ofL|5tct

berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 21 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|d M21=x=

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal M18=0|AM Ast SES 20, MEE= EXEAL CIE2E
18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan O.:_I% 5'\_ 9\/'\55 A‘iHlﬁ E—:I/EEE 0,_|3-|7|'_°_| E._:‘—O—lg

dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman X 25t}

koreadesk.id - v1- 7| &2 2026-10-22 1414



UU 25/2007 - koreadesk H &= H|Z4| &2

modal untuk memperoleh:

a. hak atas tanah;

b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22 uyu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 Al3 - U= g

rat

A (A=A 21-22/PUU-V/2007, 2008-03-25)

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
dan dapat diperbarui kembali atas permohonan
penanam modal, berupa:

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95
(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama
60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama
35 (tiga puluh lima) tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah
80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama
50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama
30 (tiga puluh) tahun; dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70
(tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat
puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25
(dua puluh lima) tahun.

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan
persyaratan antara lain:

a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka
panjang dan terkait dengan perubahan struktur
perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman
modal yang memerlukan pengembalian modal dalam
jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan
penanaman modal yang dilakukan;

c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang
luas;

d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas
tanah negara; dan

e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa
keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan
umum.

(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah
dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan
dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan,
sifat, dan tujuan pemberian hak.

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang
diberikan sekaligus di muka dan yang dapat
diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh
Pemerintah jika perusahaan penanaman modal
menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum,
menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai
dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas
tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

EX|ofl cHst Aezl;
b. £¢= MH[A s&; &
c. ¢ Qls{7} o=,
N|22x56

(1) M21= asolM Mgt EX| #Az2| MH[A Y/EE
oIs{7te| Hol= FXtAtel AlFol| what oj2| ShAHo|

(di muka sekaligus) Ho{ & A

i 2
Al (diperbarui)E = loni, C
a. ZAZtA (Hak Guna Usaha)2 &4

O
o1
—~
%]
]
=
o
H.
—
L
5

puluh lima)Hoz Ho{= # onf, T gl

60(enam puluh)HE 0|2 SHHH
QO 35(tiga puluh lima)dHE
Zo|ct;

b. AEAIE23A (Hak Guna Bangunan)2 g

80(delapan puluh)Hoz Hoj=
dtAle 50 (1lima puluh)HE O|Z|
oqzbst &~ QU1 30(tiga puluh)d
Aolct;

c. AF83A (Hak Pakai)e &4
Hoz RoiE & glonf, 1 w4

lima)H& 0Oj2| SPHHO| o

(2) M1golM F& EX| HEl=
FXA #gSE fIsto] o|2| st

RULCE:

o
{ &
25(dua puluh lima)Hdg ZAIE = U= AHO|C}.
Es
=

AN
_I_O

70 (tujuh puluh)

45 (empat puluh

a. E7|2 0|RO{X|T 2rt AW U= A=U|Alo}
M Txol #siel BHE SX;

b. s8sts =Xt BEo ZR0 That &zl HE
A2 slavt Wes £x 9@ +F8 b Exi;

c. g2 wEg W= 5t ofuste £AH;

d. 28 £x| HF2E At8SHs £xh; ¥

e. Atgle] Mojztg SHX|X| oflstn 2Zo| olelg

5
O|R0{Zl & ZAAME == Qlct.
(4) mM|18t 2 m|28toAM =5t

Exl Hz| Y BuE £ U
=

A2, EXEAE EX| | olelg
SistALE, EX| #2| fofe| FX| L =Ho| K|
OILISHAl EXIE AME HE= 0|&35tHL, EX| 20F 8
Tdg flEstE 49, YR SA E= FaEg
UL
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5 Qix} ZF=: AZtA (Hak Guna Usaha) - HEAF2 A (Hak Guna Bangunan) -AF2 A (Hak Pakai)2 koreadesk 20 E7|E U=
odofo|n{, SI0{E H SEo| HW7[GIUCt. di muka sekaligusy 2| di muka, = Zt2 0O|2| X|ECt= X|Z Al7|7} ofL|et A2IE
AP0 (M) Hof-oiztst= A|MES S5t22  Mol2| ShHR, 2 SFZC.

° AR F: SR EIAE= ZAF 21-22/PUU-V/2007(2008-03-25 M1)2| FE0A o] = AX18te| I di muka sekaligus(O|Z|
SHHEO|) , F aE-bS-cE(ZEA 951, HSAI2HA 804, AI2H 704)2e| 2 ANA|, M2&e| I di muka sekaligus, , H|4&te|
Fsekaligus di muka, 7} 19454 S (UUD 1945)0f ofRLtn BXN FHo| glotn MASIYCE. of SgHEe #E=o Azl 2
ZE2 Oz et | BE2 FHEo| glot. HM2E aveSet M3EE |ESICE. MIAM H2 A2 HM21x as9 EX| #HzZ|
Ho|7t FEXIXte| AlMof| w2t £01- =T CiA| AAE = ote 22o|ct. EX| Az FE Holoe 2 B fdo| MEECt
(™ [4.3]).

Pasal 23 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3 X{|23_.7S7
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas (1) M21z= bsOoM HMEt £= &Eiof| CHSE MH[A
fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam /e oI5| Jte| mol= Ct20| cHslo] XNZE %

Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja

RUCE:

asing dalam merealisasikan penanaman modal;
b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja

asing yang bersifat sementara dalam rangka MHEIAE 2I510{ LA g9 o= =AUt 2t
perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan Exh o

pelayanan purnajual; dan c. EX} EtEl(penjajakan)E & ojd| EXIX}.

c. calon penanam modal yang akan melakukan (2) 18t as L bSOM M8t EXfo| NHIZE=
PEMEIEIEI PENEEE LIOEET, 2= el Bt AHIA R/EE elsiztel Eels

(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas

=0
fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada FAXRE SAEG7ITL FHE g2 20 MSEH.
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) &

EHO
= =
huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal a. 2=el SXxAA 2(dua)He| B

mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi tinggal terbatas)& FO0i;

Penanaman Modal. . EXXte| stAl MFSIIE AF MFS7H(izin

(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, tinggal tetap)Z HE&ESH= A ZU|A|OF0|A]

yaitu: 2(dua) izt Axs5t01 MF/SE =0 & = U

a. pimberlan 1i1n tinggal ter:atas bagi penanam c. BA| HMB3{7} AX|XI0| CHsl0], T2|T 57|72

i 2 t H

AR A . A(satu)Ho=, of2f Hel OB 2As AR}

b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi .. . _ - _
(izin masuk kembali)e| Hoj= S| XM=& 77t

penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat

dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 Fo{E miFE ZcH 12(dua belas)7i&e| 7|2 S¢t

(dua) tahun berturut-turut; Eo{ElC;

c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali d. BIA| MESH7} AX|Xto| CHEto{, 2|0 |E7|ZF
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan 2(dua)doz, oz Ho| ofaie 25t xHQ=25{7to
dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk 2ol $HA| MFS{7t7F 2oj=l mi2Ef Z[cf 24(dua

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

uluh empat)7ige| 7|zt SS9t Hoj=lct; @l
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; 2 > = < N

e. GF HMFS7t LX[X0l| CHsto] of2f Hof ofdlS

218t A=57te| Rol= AF MFSHIH7E Foi=

d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan

dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk MHEE| = 24(dua puluh empat)Zi&e| 7|ZF S¢t
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan S2o{ECt.

terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; (4) M3& as 2 bSOM ASH =292l EX}Xtof| CHSH
e BtAl MFE7Iel Role EXIxHI|Te FHE 2=

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali o|olZ= (Direktorat Jenderal Imigrasi)o| &tct.
perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap

diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal

tetap diberikan.

(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam

modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan

Koordinasi Penanaman Modal.

7 ox} Z=: ¢5-d&2 Tdan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun, (22|21 §&7|Zt 1H42=2)0| 8HA| MB5{7te S&7|2t2
ZlR17I=X MUFSIIl /REZIZHE ZI2|7I=X ’EY 2YSHA| ofLlsict. M2 ];E otz Fct

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22 16 /41



UU 25/2007 - koreadesk HZ|=2 H|ZA &

I

13
=

Pasal 24 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 Al
Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas
fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impox:
a. barang yang selama tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur perdagangan barang;

b. barang yang tidak memberikan dampak negatif
terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan,
lingkungan hidup, dan moral bangsa;

c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar
negeri ke Indonesia; dan

d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan
produksi sendiri.

8 X F: as EE barang yang selama tidak bertentangan dengan ..
0] Uof EF F=xIt Setdsict. #Hode ~of HIStR| ofL|she Stzo| 2F 2

x|24x8
M21=x cSoAM ™EH =2 5|7t ollEd

5 of cHat M|
U/El oIsiTtel Bolk cig 2E0 49

| thstod

2

=
o

3N

i)

Pasal 25 =t 1 -
IHNE22 A

(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di

2007 @ =8 -

2007-04-26 A3 - 0%

Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang ini.

(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman
modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau
tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman
modal asing yang berbentuk perseroan terbatas
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dari
instansi yang memiliki kewenangan, kecuali
ditentukan lain dalam undang-undang.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

N|25=

(1) QU=H|AlotoM EXHE St FAHA= 0 H
M5x=2| F&of 2fotof SCf.

(2) Bl SEefoAHLt Bolo| ot HEHS| HLHEXt
AtdH|e| ME &l (pengesahan pendirian)2 B
2t o|F0{RICt.

(3) F=AAL HEHO| 2=FQUEX}L AtHM S ME &2
HFol| w2t o|Fo{EICE.

(4) MY ESE stele EXxsAls HEyo| o2 Ast
U= BAMEERE S7tE Ho{of Sict. CHF HEOM
g2 st 4= M elstct.

(5) ANagol ™st 57t S8 LT MH[A
S0t H=Ct.

ro

]

Pasal 25 = 2 - &3 -
B9 - 2022-12-30 A|34(2023-03-31 UU 6/20232=2 HE EH)
(1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di

Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 5

Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman
Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau
tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman '
Modal Asing yang berbentuk perseroan terbatas
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan
kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22

xN|25x2

(1) Sl=UH|AlotoM FALE Sh= FXARALS] FXt=
M5z0ll M Fet ™ol w2t o|Ro{X{of BiCt.

(2) Hel HEjo|AHLt Qo] ot HEHS| ZLHEXL
AtdAel ME S22 B w2l o|Ro{ZICt.

(3) FAISAL FEfo 2I=QIFAL AtAM el ME] S0
ol w2t o] R EICt.

(4) MY S ols FXEAs SUEET
e, Z&E, Xt L 7|E0 2HSto], 2fXte| Asto
e}t SUME = X|HHEEO| AYE 7t (Perizinan
C

ro

0
ok

oo
o

e
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prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

? ozt F: g=e

5%, o= Mo, &

memperoleh izin, (517t A0{of BfCh)np EBO| CH=CE. Y Holl=

At

Pasal 26 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|#

(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu
penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan,
fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman
modal.

(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh
lembaga atau instansi yang berwenang di bidang
penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang
memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di
tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang
berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan
di provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 27 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|3

(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman
modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah,
antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia,
antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah,
maupun antarpemerintah daerah.

(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 28 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|3H

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi
Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut :

a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang penanaman modal;

b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan
penanaman modal;

c. menetapkan norma, standar, dan prosedur
pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman
modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
e. membuat peta penanaman modal Indonesia;

f. mempromosikan penanaman modal;

g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal
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melalui pembinaan penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,
menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal
dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang
menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar
wilayah Indonesia; dan

j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu
satu pintu.

(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman
Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman
modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 29 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta
pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi
Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara
langsung dari setiap sektor dan daerah terkait
dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan
kewenangan.

Pasal 30 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|#

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin
kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan
penanaman modal.

(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali
urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi
urusan Pemerintah.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah didasarkan pada kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan
Pemerintah.

(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan
pemerintah provinsi.

(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi
urusan pemerintah kabupaten/kota.

(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam
yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko
kerusakan lingkungan yang tinggi;

b. penanaman modal pada bidang industri yang
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

c. penanaman modal yang terkait pada fungsi
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pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang
lingkupnya lintas provinsi;

d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan
strategi pertahanan dan keamanan nasional;

e. penanaman modal asing dan penanam modal yang
menggunakan modal asing, yang berasal dari
pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian
yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara
lain; dan

f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan
Pemerintah menurut undang-undang.

(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal yang menjadi kewenangan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah
menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada
gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi
pemerintah kabupaten/kota.

(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

. HEO et R AR O ghe| X Fof.
(8) M7&olM F& YRo| AT Hst= FAH 20F
IAFOM, HR= 0|2 HY SHAL, YRS
CH2[QIQl X[AtO|A| o|fstrALt, /Al RO ™
AFE FO0{ict.

(9) T 2oF dHARS| 2EH0 &8 Y2 R

(Peraturan Pemerintah)2Z © X SiCt.

Pasal 31 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3

(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di
wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi
pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga
keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat
ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan
penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi
khusus.

(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
undang-undang.

AN|31=

(1) =7t&8H 4
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Pasal 32 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|#

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman
modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para
pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa
tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian
sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase
atau alternatif penyelesaian sengketa atau
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman
modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam
negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa
tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan
para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui
arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa
tersebut akan dilakukan di pengadilan.
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(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman
modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing,
para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut
melalui arbitrase internasional yang harus
disepakati oleh para pihak.

Pasal 33 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A|#

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk
perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian
dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa
kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk
dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau
pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal
demi hukum.

(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak
kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan
korporasi berupa tindak pidana perpajakan,
penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk
penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil
keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara
berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak
pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah
mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama
dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 34 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 Al

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15
dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan
usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 35 uu 25/2007 & =2 -
Perjanjian internasional, baik bilateral, regional,

2007-04-26 Al

maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal
yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia
sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36 uu 25/2007 2 =2 - 2007-04-26 A3

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral,
regional, maupun multilateral, dalam bidang
penanaman modal yang belum disetujui oleh
Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini
berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-
Undang ini.

Pasal 37 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A3

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diatur dengan peraturan
pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang
ini.

(2) Persetujuan penanaman modal dan izin
pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana
Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan
penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.

(3) Permohonan penanaman modal dan permohonan
lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang
telah disampaikan kepada instansi yang berwenang
dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini
belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib
disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi
izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
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Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah
berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-
Undang ini.

10 ozt F=: A2 ©1Ete

ol=tiZ2 ZH2H,

Ttidak bertentangan, o= XMZ2| ol HA|=0f QJUX| ofL|sict. HMAL CidE EFsHX| 0 AR
"belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; (O] E{oj

278t ME2 MY FE2Z ofF FE=X| OfLIE)E 0|0X|= RULE QL.

11 .
oxt F:

A2 Hase

Fdo1&{7t, , Tizin usaha tetap, 2

Pasal 38 uu 25/2007 2 =2 -
Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

2007-04-26 Al

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2943); dan

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

12 o
ozt

Pasal 39 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 A8

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan penanaman modal
wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
pada Undang-Undang ini.

Pasal 40 uu 25/2007 & =2 - 2007-04-26 Al
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Pengesahan dan Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR
67
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6lj A (Penjelasan) — =Y - X} |IF -

Penjelasan I. UMUM uu 25/2007 s

PENJELASAN

ATAS

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara
adalah untuk

memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut,
antara lain, telah

dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat
konstitusi yang mendasari

pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di
bidang

perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar
pembangunan ekonomi

nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang
mampu menciptakan

terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.
Keterkaitan pembangunan

ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan
dimantapkan lagi dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI

Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi

sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian,
pengembangan

penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi

menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman
modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal
harus menjadi bagian

dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan
ditempatkan sebagai

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional, menciptakan

lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan,

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
nasional, mendorong

pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan
kesejahteraan

masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang
berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat
tercapai apabila

faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman
modal dapat diatasi,

antara lain melalui perbaikan koordinasi
antarinstansi Pemerintah Pusat

dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien,
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IEHAlotEst= HE
20073 M|25%

off =2st

EXt

L, S8

=7t SA7|IF FH 5 T St FES5EIE
B2st= ZAo|ct. o] Y2 E3| A= AlotE S!S
19454 o XN|33x=0 THEE] en], AKX £of2
ZE HE HMAP 7|=7t == Yo fo|ct
S22 ZUHEN ZEo| lzHAlote] AN F=H ASsS
HEY 5 Ye BFFe Aol 7|Esto{of Bt
fldetct. A LD MUIFEH FHel ARy e AR
2| (sumber hukum materiil) @l ZAX|TIFFoOE 2|6t
N ™Xof| et Ql=HAlotE Sl IR 1998H
29| MXVIZEZ CF &5 =UCt. 2t A -4
27| ¥ HESEES A% £X |42 £X 7|2
U7} it

olet Bse], SAH= 7K 2P| YR} Sofof
ot0, Z7tAXN el M, YXiElel FHE,
X|EZ7tsst du 2re MO, 7t 7= YD 589
Mo, MRIZEN ™ol FX, J2(0 Z™HE Us FH|
M =ollM Atz X2 Mg ot L8¥e=z

At2|ofj 2 =|o{oF stCt.

EX Ao B2 £X A2 Mshote X 29!
(faktor penunjang)o| 222 £ g wmof|ot M
= %lenf, ol 5o EYHEL}L X4 &M ZF =HO|
WM, E25Q BENel =Y, FX 20ko| HAY
AN, ZAME0| =2 A H|E, Jd2|ln =5 L AtY
oM Hofo| 2&X0l AlY StHES 5510 o|F0o{ZICt
olz{st odzf X|@ 2019 JMoz E=xt Asio] MHT|
Ltotzl Ho=z 7|cy=ct

SXxtol| et HE MEe HAX 22[7]|(suasana
kebatinan) & EXto| RS0l EXt BAS =4stals

chet o, AMY =2of, Jd2[1 AM-&-S71g =

gSzee gt BA |40 et #E2 FeE= ZA
2™ Molda FHe Aztd, FXEARel AZ|, 2[F
[=] o

M, £X AR 82 A8 SX Mol xID
Alg, Je2lm 2% siFe Feste REn Zud
Zolct

ol We 2E HEo AFEA HE MEE T

o Mo =3t £xjof U0 S5 ool 2Ee
MEZCh. 1 sofl o] We M HE mA 2, R
Zdet QlZUAlolS Y 2H, JBm R EAMS XML
Zto| ZFE LHBIEE Waich. AWHEel xye

25/ 41



UU 25/2007 - koreadesk H &= H|Z4| &2

kepastian hukum di bidang

penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing
tinggi, serta iklim

usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan
keamanan berusaha.

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang
tersebut, diharapkan realisasi

penanaman modal akan membaik secara signifikan.
Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang
Penanaman

Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan
iklim penanaman

modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang
Penanaman Modal

mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain
yang terkait dengan

cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman
modal, bentuk

badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal,
bidang usaha, serta

keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku
ekonomi kerakyatan

yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai
pengembangan penanaman

modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi, hak, kewajiban,

dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas
penanaman modal,

pengesahan dan perizinan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan

penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai
kelembagaan,

penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan
ketentuan yang mengatur

tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan
penanaman modal

langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga
memberikan jaminan

perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal.
Selain itu,

Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah
meningkatkan

koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi
Pemerintah dengan

Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan
pemerintah daerah.

Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan
dengan semangat

otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama
dengan instansi atau

lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih
diberdayakan lagi,

baik dalam pengembangan peluang potensi daerah
maupun dalam

koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.
Pemerintah daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur
dan mengurus

sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal
berdasarkan asas
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otonomi daerah dan tugas pembantuan atau
dekonsentrasi. Oleh karena

itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut
harus dapat diukur dari

kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas
penanaman modal dengan

biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip
demokrasi ekonomi,

Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan
peraturan

perundang-undangan mengenai bidang usaha yang
tertutup dan yang

terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha
yang harus

dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro,
kecil, menengah, dan

koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal
dalam memulai usaha

di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini
sehingga terdapat

pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang
di dalamnya terdapat

pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu.
Dengan sistem itu,

sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat
dan di daerah dapat

menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan
penyelesaiannya.

Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan
Koordinasi

Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan

penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal
dipimpin oleh

seorang kepala yang bertanggung jawab langsung
kepada Presiden. Jabaran

tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman
Modal pada dasarnya

memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi
hambatan penanaman

modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas
kepada penanam

modal, dan memperkuat peran penanam modal.
Peningkatan peran

penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor
kebijakan

pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap
memperhatian

kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi
antarwilayah, sektor,

pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung
peran usaha

nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola
perusahaan yang baik (good

corporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan
mempertimbangkan tingkat

daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara
dan harus promotif

dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara
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lain. Pentingnya

kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong
pengaturan secara

lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal,
fasilitas hak atas tanah,

imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun
demikian, pemberian

fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan
sebagai upaya

mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan
pembangunan ekonomi

dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor
dan insentif yang lebih

menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan
barang modal

atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri,
serta fasilitas terkait

dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal
dan di daerah dengan

infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih
terperinci dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang
ini juga memberikan

ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan
guna mengantisipasi

berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan
sekaligus untuk

mendorong kerja sama internasional lainnya guna
memperbesar peluang

pasar regional dan internasional bagi produk barang
dan jasa dari

Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di
wilayah tertentu

ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi
pasar internasional dan

sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik
pertumbuhan suatu

kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat
strategis bagi

pengembangan perekonomian nasional. Selain itu,
Undang-Undang ini juga

mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk
melakukan transfer dan

repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung
jawab hukum, kewajiban

fiskal, dan kewajiban sosial yang harus
diselesaikan oleh penanam modal.

Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal
dan Pemerintah

juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan
pengaturan mengenai

penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal
diatur secara khusus

guna memberikan kepastian hukum, mempertegas
kewajiban penanam

modal terhadap penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang sehat,

memberikan penghormatan atas tradisi budaya
masyarakat, dan

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pengaturan tanggung

jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong
iklim persaingan

usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab
lingkungan dan

pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta
upaya mendorong

ketaatan penanam modal terhadap peraturan
perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi
antarbangsa yang semakin

ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus
didorong untuk

menciptakan daya saing perekonomian nasional guna
mendorong integrasi

perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.
Perekonomian dunia

juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar
bersama, dan perjanjian

perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi
kepentingan antarpihak

atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal
itu juga terjadi dengan

keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama
internasional yang terkait

dengan penanaman modal, baik secara bilateral,
regional maupun

multilateral (World Trade Organization/WTO),
menimbulkan berbagai

konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.
Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum
penanaman modal

yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat
puluh) tahun semakin

mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman
Modal sebagai

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal

Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun

1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun

1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun

1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan

Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman

Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar
hukum bagi kegiatan

penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena
tidak sesuai lagi

dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat
perkembangan

perekonomian nasional melalui konstruksi
pembangunan hukum nasional

di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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berpihak kepada
kepentingan nasional.

B ozt = Q22 sitel 7l 2xbo|nf, YHE B2 Ao|o] $Al A7t YA HEEIX| OfL|SiCt. MAe AR ojrciz FZCH
14 oix} =: 222 Tmengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal, (EXIX} Aol A|#E =A)Z o QUct
2 FI 2 KZ20of, o] ¥ N27x X282 Tkebijakan penanaman modal, (5XF M=) A3 x=Xo|ztm HSICt.
Penjelasan Pasal 1 uu 25/2007 s Mix A

Cukup jelas. SE5| HEsiCt.

Penjelasan Pasal 2 uu 25/2007 sid HN2x= A

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua “OlZ|A|OFEEI=E 27t Yool TE HEIRo| EX}’Et
sektor di wilayah negara Repub}ik Indonesia” adalah AMEXE Wotn], ZIMEX £ ZEZE2|Q EXts
penanaman modal langsung dan tidak termasuk ZaI5K| OfL|BIC}.

penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Penjelasan Pasal 77 Angka 1 uu 6/2023 -
2(3i%) el

(FHEY UU 6/2023 sifd RAEZE 0| Zof| MX| 40 HAZCH
FE3Mct. A2 UU 6/2023 2 PDF(EX 'dHE A2

URLy Zte| FA)O0flA =QIBtCt. )

M2= T

Penjelasan Pasal 3 uu 25/2007 &

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”
adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan
dalam bidang penanaman modal.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”
adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman
modal.

Huruf c¢ Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam
modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang
sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas
perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
maupun antara penanam modal dari satu negara asing
dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan”
adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam
modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas efisiensi
berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan
penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi
berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim
usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan”
adalah asas yang secara terencana mengupayakan
berjalannya proses pembangunan melalui penanaman

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

M2z A sHA

[o}]

fol

IE

S L
Jon

>

£ 0
10

[10

ikl

[

m

IS

Rl

Hl

ST

=2

x

Hu IE
B

T

ot

1o
to
rin
0
it-]
B
oo
do
10
>
]

o 2
n

M

o
lal
mo Mo
s

0l
=
ox o
1o
[Ho
bl
s
m
4m
Pal
Mok
ol
=2
i)
ol
[}
o
[nng
I
[

A
o
=]
i
£
rr
02
HT
o
ne
L}
>
Toh
10
(it}
Al
=2
=
0
1A
re

o 0
jo
o Mo

Al

| 2="02t £xt Algio] 2
| mgh 2ot 2D F@ES| KRR At
| MoIxjoF ictn Mt XS LIt
9S4 2rto| Expuol A%|"o|z
SxiRtet 2129 SR AIOIIME, 8 22
Sxixte ofE 92 2te

(@]
fol
=

A
rr
H T
0F oy rot
|0

1y
B
N
<

8 0t g

=2
N

o
Fol
ol
o
o
a2
10

Al
L
m

(0]

ol
oH
o
0x
10
[H0
il
S
w
Hl
=]
|0
o[y
Ral
i
1>

40
)
>
2
Mok
omn
2
x
o
il
4m
Pal
A
N
no
=
12
ok
mio
_o'ﬂ
kn
J

I
™ ok
_O'E
rr
o
o o

o8

'_h

o
>
it
o
N
1o

> {
o

9
0x
o
o
X
40
m
>

> ol

LI e ]
fol 3O gkl
Mo rr ror M0 I
f
1o

0 oH oM
o of o2

()0}
40 ol n
Q =
>
12 o B
¢ o 18
N or
oz o 0%
10
ro
Nl
S
AL}
ot
>

Al

3]

B n
A o
o min
LT rin
B

>

X

1 fol
"
o
kl
A

10 ox
10
rio
1o
()
T
o
o
1o
HL
ol
o
HL
ol

il
_O'k
o]

mU
]
0

iz "Xtgdel |E"olgt AN dY¥ES 4Bty 25
o= X229l 7elol E2 ©X| OhstHAM gIFnt =719
MBS A5 2MR OIR0X|= FXte| AEES oict.

iZ “=ItEN el Lrint Sgte| meel "0

30/ 41



UU 25/2007 - koreadesk H &= H|Z4| &2

modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan
dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini
maupun yang akan datang.

Huruf h Yang dimaksud dengan “asas berwawasan
lingkungan” adalah asas penanaman modal yang
dilakukan dengan tetap memerhatikan dan
mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan
lingkungan hidup.

Huruf i Yang dimaksud dengan “asas kemandirian”
adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan
tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara
dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing
demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas
yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi
wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 4 uu 25/2007 s

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama”
adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan
terhadap penanam modal yang telah menanamkan
modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b Cukup Jelas.

Huruf c¢ Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Penjelasan Pasal 5 uu 25/2007 s
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 6 uu 25/2007 a4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah
antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan
kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas,
pasar bersama (common market), kesatuan moneter,
kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara
Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang
bersifat bilateral, regional, atau multilateral
yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam
penyelenggaraan penanaman modal.

Penjelasan Pasal 7 uu 25/2007 s

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah
harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan
secara internasional oleh penilai independen yang
ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah
cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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cs 23| Ysesict

HM3g 525 HEtsict
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Mezx= siid

A1

E 25| HESiCt.

HM2g “Edl (hak istimewa)”2t 53| ZM| U
(kesatuan kepabeanan), XISRAHX|CH, ZSA|ZE
(common market), E35} CHUX|, |SAlst M=, J2|12
EXt AlHoMe| EY Sdllet #HE AU Ao HE 2t
2|3 HE Ato|o 2Xt, XY = CfA MA9| A
ZHE Eo|E LUSICE.

M7= s

A1

S 25| HESiCt.

HM2g “AlFTrA"o|2t SARKIS0] XHet SEAQI
Hotolol FMAE ALEsl= YWH w2t dst ItAS
Eliye

HM3& “&x (arbitrase) "2t 2™ ZAIXIES MM
ool 7|=5tof HA oM RUAL 2HEE SH&st=
g s LSict
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Penjelasan Pasal 8 uu 25/2007 i
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf
Cukup
Huruf
Cukup
Huruf
Cukup
Huruf

a
jelas.

b

jelas.

c

jelas.

d Dalam hal terjadi kerugian negara,

EEJLTE
M1&

5235 Basict
x28

523 Basict
X3

£235| Batsict
x4gt

5235 Basict
x5

a

Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara
lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin
usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 9 uu 25/2007 sid

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 10 uu 25/2007 3

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 11 uu 25/2007

Cukup jelas.

3l

Penjelasan Pasal 12 uu 25/2007 siu

Ayat (1) Bidang usaha atau jenis usaha yang
tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan
ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam
suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi
tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku
di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
dan/atau Internasional Standard for Industrial
Classification (ISIC).

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah
alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan
dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

cs

E20o| HEsict

d& =Z7te|l &40 LMe 42, dR= HE X
o2t £5) 210, X[, YT FA, Eciufyd 7
2 O g AMxHe| HEHE BH =X|E FE = UCt.
Moo= &AM

st

EEC

=

=R

CIES|
Migt cHed3d
At EOF EE= AR
At EOF Es
HEAME = (Klasifikasi Baku
Indonesia, KBLI) Zl/EE= 2|
(Internasional Standard for
Classification, ISIC)Of| M=
220z zMEC).

M2gt “Z8l2 (alat peledak)”0

olejg gIstol AlgEE 7|78
38

&3] Psict

x4zt

B3] Bt

A58

B35 Bt

i

St mM L mAR Y
(o]

HIAIOtM SEE=
=&, & 2=uHlAlof
Lapangan Usaha
EEAMHER
Industrial

Z2&0 7|=gt

I

m

b= ot o

C}.

il

Penjelasan Pasal 77 Angka 2 uu 6/2023 - ®|12x Tt
2(3i%) el
(FHEY UU 6/2023 sifd RAEZE 0| Zof| MX| 40 HAZCH

S FES

URL |

AB2 UU 6/2023 AL POF(EX 'R 2L
7to] F2)0llA Eelsict.)

iy
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12z 7™ sHM1®

Mgt

EX 59| Al#e £35| MOXS HE, F¥Exstn)

UM-A-B7| HE LU SM, MA U RE9 =,
[e] =

7l e M, =L A=
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27{3ict.
28t 27t 0|2 EAHE REIEAH & = Us AY
ga(d: UE, dISE SRE FFR)0l s EF,
HE7t det dF™et #2a 240 2g =gl ofgl,
O1F YAIHR Y g, FM-T|Hel HY LEE
Zgheh = ey, FXb MefAel MO EHE AS
st
sYYRolo] 8 & Y BSS MulA gZHo|Hu
2o OlE 95 BEC=ZM, S5 F2 27N
(alat utama sistem persenjataan), ™ME HE=zt,
QA 2 1 R, &3 HO 2d, S4M/dHd Y
BEx AMAY 2 MU (vessel)s =ZEEICt.
H2gt
S&E5| Y-St
X|3&t
EX 242 SYHEEIL RUASH= AtY R2OFE QT
NOZM, HSEHIM Ttz FA Uz S59
SEfZ FAMEEN, Ol= 55| CtE2 Zgelct
1. ME QME[ETF ROo{E= M AlY 20f;
2. E35| AFYS{7t(Perizinan Berusaha), X} X[,
7184 2 oKX 32 S92 Ho| HEHZE HIMHE
CIMIE|EO| HO|J} ROoi=|= ALY =20f;
3. AAM-&-B7|Me RISt AFY 2o0F & cH7[Hat HAl-
2-F7|Y Alo|e] SEHE LA (FFEMe| sSEAA=E
Zet=[X| ofLfsiet); A
4. L™t QASZ JHEElE Al Eof

&2 Xl F: YE2 pemberdayaan petani, nelayan, petambak ikan, dan garam, usaha mikro dan kecil; Of|A{ Igaram,

(az)o] 7t217l= FA (o &g dAxH) = AZ0 HE™ UX| ot-lsiot. HAS JAZE Itz FHCE.

Penjelasan Pasal 13 uu 25/2007 &4 M13=x= &AM

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang M1st “SHE AFYH 2of"2F UM-A-=7|YH 2

dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus SExE0| CtE ZAM FHet cHSstn dHES UFEE

diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, Ol w5 HIHE AMY Eop= waiC}

dan koy-)eraéi agar mampu dan sejajar dengan pelaku X235t

ekonomi lainnya. e i

Ayat (2) SE5| Ystot

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 77 Angka 3 uu 6/2023 - ®13x = Ma13=x= 7HE S

2(88) oo

(FHEY UU 6/2023 oM RAEZE 0| ol &X| ¢4 HAZCH Al1gt

==t 22 UU 6/2023 AZ PDF(EX '®HE 2AE HEXSD QN-A-F7|9o HSE 95t0d

URL, Zte| FA)oM Eoltct. ) 1. 2/=QEX= A2 AIHOIMEL SI8=0 HESEE
2 AN -A-B7|M0e| SEHEAITRE e = UCE.
2. GMl-&-571Y 2oF HE mdo| ut2t, szgnt
GM-2-F71He fIEH AMY =0F, J2[1 sSxE 2
GM-A-B7|Hate| SHRAIE S6t @EE ZUC=E
St= OH7|¥E 2Ist AtY 20FE HiFSICt.
X2t
£&0c| Y=sict.
HI3gt
£23| Yasict

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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Penjelasan Pasal 14 uu 25/2007 sia MN14x= HA

Huruf a Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah as “Zez|e EAIM"o|2t EXIKIIF MRl o|RE
jaminan Pemerintah ba?gi penanam modal untuk o|#ste Bt WE|E US £ QIote AMEHOo| HES
memperoleh hak se;?én]ang penar.wam modal telah OrSIC), “HHE SIAAMTO0|2F EXIRIE 95 D= S99}
m(.elaksanakan kewajiban }./ang ditentukan. Ya?ng. MEMOIA I MY FHS == 7|20 EoChs mMHo|
dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan HXtS atsict. “E359| SAMT0|2t EXIXIF EX}
Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan ==eE 3ESe s==sm SEE = R
peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama 23S T U ESE g 5+ Ut YR
dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam HZg YUsict.

modal. Yang dimaksud dengan “kepastian b&

perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi =535 gsalsict

penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam cS

:Iljijl;sznakan kegiatan penanaman modal. %_.—‘f—ﬁl o &15iC}

Cukup jelas. d_g

HuTuf c S&06| Y=stot

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 15 uu 25/2007 &4 M15= A

Huruf a as

Cukup jelas. =935 gdstsict.

Huruf b Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial bs “
perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada

setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap HiAots MRASEAM, X[ A8l &F, JHl, HE %
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan Teket RSIED 0¥ RAeH FEcls AE A
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya zdste A= Lsitt

masyarakat setempat. cE EXIXIe &5 EIMs= EXe Rl EXFXI7E
Huruf c Laporan kegiatan penanam modal yang memuat ZIHSH ZIOHE E=ol EXIZFI|7e} EXt 20FE
perkembangan penanaman modal dan kendala yang MolX|= X|HIMEN HMI|Fo=z= AN St

dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala ds

kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang

es
penanaman modal. o .
Huruf d SE05| Ysict.
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 16 uu 25/2007 &4 Mi6=x= sl
Cukup jelas. S&2o| HE5iCt.
Penjelasan Pasal 17 uu 25/2007 sid M7= A
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi o] ML EX &0 0lsto] 2= 1A F|ae
kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan o AbSt7| 9|5t Zdo|Ct.
penanaman modal.
Penjelasan Pasal 18 uu 25/2007 &4 M18=x= &AM
Ayat (1) M1t
Cukup jelas. =235 »Esict.
it () xl28t
Cukup jelas. =95 watsic)
Ayat (3) =,
Huruf a M3e

Cukup jelas.

Huruf b S=
Cukup jelas. bs
Huruf c SE5| HEsiCt.

Cukup jelas.

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22 34 /4
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Huruf d csS

Cukup jelas. =935 ostsict.
Huruf e Yang dimaksud dengan “industri pionir”
adalah industri yang memiliki keterkaitan yang

luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang

=R |
es “MEAM (industri pionir)”o|Zt ZH

OIS
tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta N - S
memiliki nilai strategis bagi perekonomian AEE JHKD =2 RIVIRIt R E0E F0i5tH
nasional. M7|=2 =St FIHERNof MEA JEX|E K=
Huruf f LHdE Zeict
Cukup jelas. fs
HUEHE e EE5| Yasic
Cukup jelas. =
=
Huruf h g—.z,—l oy &5t}
=HF =
Cukup jelas. Eif'o S
Huruf i h=
Cukup jelas. S&6| HEoict.
Huruf j is
Cukup jelas. SE3S| HESict.
Ayat (4) is
Cukup jelas. =235 mssic)
Ayat (5) H4st
Cukup jelas. B b:f o
Ayat (6) %T'___EI %‘%I'ﬁl'l:l'
Cukup jelas. M5
Ayat (7) £ 25| HEsict.
Cukup jelas. X6t
Z&0c| Y=istot
X7e
z235| wasict
Penjelasan Pasal 77 Angka 4 uu 6/2023 - m|18x = M1s8x= 7HA sHA

2(8%) 3
(H™™ WU 6/2023 i FR2 of Joi AXl 4D wWeBAL w18
2. ASS VU 6/2023 AL POF(EX (R AL

URLy Zto] FA)0f[A =felstet.)

M2

SE5| GESICt

M3t

ag

SE35| gatsict

bs

S235| FSsict

cs

23| g5t

ds

SE5| GESICt

es

“ME AR (industri pionir)”o|2t ZHHQIE HAME
71 =2 RBIIX|eH RSHE Roistn MI|ES
ZSt FOtEMol MEH TJEXIE THKlE e

E el
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Z25| Yatsict
iz
Z5235| Ysict
ks
S&E5| Y-St
x|4gt
E&235| Y=siot
Penjelasan Pasal 19 uu 25/2007 sia M19x A
Cukup jelas. S£25| HESCE.
Penjelasan Pasal 20 uu 25/2007 34 H20= A
Cukup jelas. S&5| HESICt.
Penjelasan Pasal 21 uu 25/2007 sid M2i1= A
Cukup jelas. SE5| HEsiCt.
Penjelasan Pasal 22 uu 25/2007 sf& M|22= ofa16
Ayat (1) M1t
Huruf a Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara ad A=A (HGU)S 60(enam puluh)Hg 0|z
dapat diberikan dan diperpanjang di mukalsekaligL.Js sPHHO| 20{ L OIEFEH & YT 35(tiga puluh
selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui lima)dS ZAIS = Q= GrAlo= FSEich.

selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
Huruf b Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan

=
(HGB)2 50(lima puluh)HAE o|g|
cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka ShAEo| Fof 3

2 gl ES 4 QT 30(tiga puluh)Hg
sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat A = U= Aoz FEECC.
diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun. cs AFE2HA(HP)2 45(empat puluh lima)dE O|Z|
Huruf c¢ Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat SHHEO| 2of 2 o4&tst &= QT 25(dua puluh
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama lima)dS ZAIS 2 Q= dAloz X S=C},
45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui 25t

selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2) ci

Huruf a S&5| Yot

Cukup jelas. b=

Huruf b S 25| HESiCt.

Cukup jelas. cE “ge HH"0|Z oF YUx, J2|1 HIYSE
Huruf c¢ Yang dimaksud dengan “area yang luas” M= AFY Hof = AFY =22 7E5to] EX}
adalah luas tanah yang diperlulfan untuk kegiatan B=0| oSt EX|o XS wsict

penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan d=

penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang
ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d e=

Cukup jelas. S5 HESIC.
Huruf e X3

Cukup jelas. SE5| HEsiCt.
Ayat (3) x| 45

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

16 oqxp z=: o] Aol M1E avcE AT (95-80-70E TA)S HWK{TA ZHF 21-22/PUU-V/2007(2008-03-25 MT)2 T

ge =2 =m0 e ook M22ZE HYMBA FYOE YN 5S YUSH 22 K22z oY %Xt Fo| HIcH

mjo

Penjelasan Pasal 23 uu 25/2007 sia M23x A
Ayat (1) M1E
Cukup jelas. =235 mstsict.

Ayat (2) Rekomendasi diberikan setelah penanaman
modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja
asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan ketenagakerjaan. XN|3&t
Ayat (3) 2235 yaksict
iuk:p(jl?las. X4st
v Z2235| Qstsic
Cukup jelas. S=5 BESIC
Penjelasan Pasal 24 uu 25/2007 54 MN24x A
Cukup jelas. =235 9&sict
Penjelasan Pasal 25 uu 25/2007 sia M25x A
Cukup jelas. Z 25| Hslsict.
Penjelasan Pasal 77 Angka 5 uu 6/2023 - x|25x o M25= 7i™ &AM
2(38) oo
(FHEY UU 6/2023 oM RAEE 0| Kol X ¢4 HAZCH =235 »Esict.
St FE2 UU 6/2023 YE PDF(EX| 'HE |2
URL, Zte| FA)OIM EQlstct.)
Penjelasan Pasal 26 uu 25/2007 sf4 M26= &M
Cukup jelas. SE35| "WEsict.
Penjelasan Pasal 27 uu 25/2007 54 HN27x= A
Ayat (1) M1E
Cukup jelas. =935 gstsict
ARbiea A28t
ukup jelas. - _
b . . 25 Yatsict
Ayat (3) Yang dimaksud dengan bertanggung jawab I . L o
S| PPN =) =\ L=1
langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan M3g e Y Mes ris A2,
Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan EXx=FI|Tot YFE F™StL, 7|sg oj™¥st, 1
tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan Molg CHEHM A 2F XNMYSt= AS LUsiCt
tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.
Penjelasan Pasal 28 uu 25/2007 sf4 M28= afA
Ayat (1) 1%
Huruf a as
Cukup jelas. =235 mstsic)
Huruf b _
Cukup jelas b=
Huruf c¢ Dalam rangka penetapan norma, standar, dan S8 IS
prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal cE Y, E& Y HXE HEgd U0l EXxF7|F=
berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait. Z#H 2X (departemen) /Mt ZHSGICE.
Huruf d ds
Cukup jelas. Z 25| Hstsict
Huruf e es
Cukup jelas. S EEe
SE35| ™HEsiD
Huruf £ fs; = b=t
Cukup jelas. _2 B _
Huruf g S&0| Heoiot
Cukup jelas. g3
Huruf h =235 HEsict
Cukup jelas. hs
Huzuf 5235 Zasict
Cukup jelas. is
Huruf j = e o=
=535 D1g|k— C
Cukup jelas. .s_ 31 BESHC
Ayat (2) 1=
=H= Sl=
Cukup jelas. SE23| d=sitt
X2t
Z&0c| Y=istot
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Penjelasan Pasal 29 uu 25/2007 sia
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 30 uu 25/2007 siu
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 31 uu 25/2007 34
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 32 uu 25/2007 sia
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 33 uu 25/2007 siu

Ayat (1) Tujuan pengaturan ayat ini adalah
menghindari terjadinya perseroan yang secara
normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi
atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah
orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tindak pidana
perpajakan” adalah informasi yang tidak benar
mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan
pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan,
tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan
kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang
mengatur perpajakan. Yang dimaksud dengan
"penggelembungan biaya pemulihan” adalah biaya yang
dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang
jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan
sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal
pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah
Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat
yang berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur
pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki
kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penjelasan Pasal 34 uu 25/2007 sia
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 35 uu 25/2007 sia
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 36 uu 25/2007 siu
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 37 uu 25/2007 sf4
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 38 uu 25/2007 sia
Cukup jelas.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

Hi32= &M

1% of Bo| HE S, FUMOEL B Alzlol
AR5t HOZ Hof Yo AW E= BINME 1
S|ALYl ARAITE CHE AKRQI BIAML M7l= HE st
Holct.

X128

S&0o| YEsict.
M3& “Z=MH = (tindak pidana perpajakan)”2t
M A2t #EE BEOAM0| 2t 2YES HEEM,
AlTM (surat pemberitahuan)E N &stE I LE0|
SHYSSL BRAMAL YA MYS HEslof
7t £AE =g = e A, J2l0 ZME
TEcts HENAM &5t 1 el YHIE Lstict.
"231H|8 EE2|7|(penggelembungan biaya
pemulihan)”2t £XIXI7F MX|Z6t HI22M 1
20| REiDy, o|F Hmeto| o HiES Y of
EXt 259 X|E HIE2ZE AREE AS Wslict
“Ast A= 2| 59| 2HA (temuan oleh pihak
pejabat yang berwenang)”o|2t ZIAIR (BPK) EE&=
ZAb @BS JbEl 1 Hie| 7|mo| AA|B ZAL HDjof
248t HAM 240 IBIL YE wHORN, 0/
=

—_ =
HHol| w2t =5 =X(7F Falxl=s A

S5 HEsict.

H|38= M

SE5| ST,

38/

a1
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Penjelasan Pasal 39 uu 25/2007 sia H39x A

Cukup jelas. S£25| HESICE.

Penjelasan Pasal 40 uu 25/2007 34 M4ox A

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK Z£235| Watsict.

INDONESIA NOMOR 4724 OlZL|AO}ZEIE mE HE= X|47245
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1. 92 & 2xte ’S$ &71f PDFOIlM FE3 Ziolct. =& TH™olM M7l ZA R -& 2 &Xo| ot Jg =+
A1, oM ARo| 27| DXIX| 41 IHE FUCE. X|2-12-13-18-25x E 29| |2 SXtE UU 6/20230f
H=2= Perppu 2/202 o Zxt o HEdSt QlAl @F0E HIZEIUCE.

2. 0| EEEE2 2007-04-26 B=
Pasal 770 2|st 57 = 7JHA
100 ® & =)o = 2(s
(Perppu 2/2022 M186%), 2023-03-
W™= AHAO|

A UU 11/202022

PERUCE.

WY oL olstx Ry oo

s

3. ¥ NEL = HE= /;E
H

5. M22x= SHI{EA

F=ot offdd of2f ARt Fof HRC
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Z2d o[
A | Rt e
vl 2026- Z| =z, 20073 @ HEH MIZ~N40EZ HA, UU 6/20230 E=£= Perppu 2/2022
10-22 | Pasal 770| |8t 57 X (W 2) ¥, M HO £=. M2z HMAMmA UL
QI8 AW OWH, T 1-m 2 Al Ey|, CIE HE 0jEel TXE ARICH.

ol% ®Ho| oW o Hof A LM WS cisict.
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